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PALU, MERCUSUAR-
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) menilai bahwa
pengelolaan keuangan di
jajaran pe‘merintah daerah
provinsi dan kabupaten/

. kota se-Sulteng dalam dua
tahun terakhir meningkat
seka-lipun masih banyak
penyimpangan yang di-
temui dalam laporan
keuangan - pemerintah
daerah (LKPD).

“Hal ini dibuktikan dengan

semakin banyaknya LKPD
yang mendapatkan opini
wajar dengan pengecualian
(WDP) dari BPK,” kata Kepala
Perwakilan BPK  Sulteng
- Sumardi kepada ANTARA di
ruang kerjanya usai syukuran
HUT ke-65 BPK di Paly, belum
lama ini.

Sumardi yang didampingi
Kasubag Hukum dan Humas
Agustinus Triyonojati men-
gemukakan, pada 2010,
pihaknya memeriksa LKPD
pemerintah provinsi dan 11
LKPD kabupaten dan kota
atas APBD 2009 dan hasilnya
BPK memberikan opini WDP
kepada 4 LKPD dan 8 tanpa
opini alias “dischimmer”.

Sedangkan hasil pemeri-
ksaan tahun 2011 atas 12
LKPD 2010, BPK mem-
berikan opini WDP terhadap
10 LKPD dan dua disc-
laimmer.

‘Hal

LKPD yang “diclaimmer”
adalah Kabupaten Buol dan
Kabupaten Parigi Moutong.

'Kelemahan utama yang
ditemukan BPK dalam pen-
gelolaan keuangan dderah
adalah sistem pengendalian
internal yang belum’efektif.
ini menimbulkan
ketidak-patuhan terhadap
peraturan perundang-undan-
gan dalam pengelolaan ke-
uangan daerah.

. Sehin ity, jajaran pemerintah
daerah masih lemah dalam hal
tindak lanjut atas rekomendasi-
rekomendasi yang diberikan

. BPK seperti kewajiban men- -

gembalikan keuangan daerah-
oleh pejabat tertentu serta
masalah aset yang tidak
teradmlmstraSI dengan baik
dan benar.

Ketika ditanya apakah LKPD
yang disclhimmer bisa dijadi-
kan dasar hukum pemeriksaan
penyidik tindak pidana
korupsi, Sumardi menegaskan,
LKPD yang “disclaimmer”
belum tentu ada korupsi
aidalmnya.

1a menjelaskan bahwa BPK
tidak memberikan opini
terhadap sebuah LKPD yang
diperiksa karena tidak mem-
peroleh keyakinan atas
laporan .keuangan yang
dfsajikan karena antara lain
kurangnya buktl bukti pen-
geluaran. ant'










